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BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAlf BUPATI LEBONG 
NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BERDAS BEBAN KERJA 
DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAJUT 

UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa 
Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan 
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
kelangkaan prof esi; 

Mengingat 

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi 
kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan 
secara maksimal di lingkungan Rumah Sak.it Umum 
Daerah Kabupaten Lebong, perlu didukung dengan 
kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan 
memberikan Insentif; 

c. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan / insentif kepada tenaga kesehatan 
berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat 
tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan 
Penghasilan/lnsentif berdasarkan Behan Kerja dan 
Kelangkaan Profesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Lebong. 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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2. Undnng--Untiong Nomor 17 Trit1un 2003 tcntorl 
l{ct1t1r1gnt1 Negt1r1\ (Lcmborrln Negara Rcpublik lndoncsi! 
2003 Non1or 47, Tllml>ahnn Lcmburon Nci-tara Rep bl.k 
1 ndoncsia Nomor 4286); , u 

1 

3. Ut1da11g-U11clnng Nomor 3<J Tahun 2003 tentang 
Pembc_ntuki1n. l{all':1p~tcn Lcbong dan Kobupatcn 
Kcpol11E1ng dt Prov1ns1 Bcngkulu (Lembaran Negara 
Rept1blik Indonesia Tal1un 2003 Nomor I 54, Tambahan 
Lembaran Negara Repul>lik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang 
Kesel1atan (Lembaran Negara Rcpublik lndon<!sia Tahun 
2009 Nomo.r 144, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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Peraturan PemerintB;h Nom~r 1_1. Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawru Negen Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter 

Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1121); 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 139/KEP/M.PAN/ 11/2003 tentang Jabatan 

Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Ne~e~ Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur S1pil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
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Menetapkan • • 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TAMBAHAB 
PENGHASILAN / JNSENTIF BERDAS BEBAN 
KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAK 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAR KABUPATEK 

LEBONG. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong. 
3 Bupati adalah Bupati Lebong. 
4: Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD 

Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Lebong. 

s. Direktur adalah Direktur RSUD Lebong Kabupaten Lebong Provinsi 
Benglrulu. 

6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah 
pada umumnya. 

8. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada 
PNS yang memiliki keterampilan khusus / keahlian tertentu dan 
langka. 

9. Dokter Spesialis Adalah Dokter yang rnengkhususkan diri dalam 
suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani 
pendidikan profesi dokter pascasarjana (Spesialis). 

10. Dokter Spesialis Dasar adalah dokter spesialis yang memberikan 
pelayanan medik yang meliputi dokter Spesialis Anak, Spesialis 
Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan Spesialis Penyakit 
Dalam. 

11. Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memberikan 
pelayanan untuk menunjang pelayanan medik yang meliputi Dokter 
Spesialis Anestesi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Patologi 
Anatomi, Spesialis Radiologi dan Spesialis Rehabilitasi Medik. 

12. Dokter Spesialis Lainnya adalah dokter spesialis yang memberikan 
p~layan~ meliputi Be~ah Plastik, Bedah Syaraf, Forensik, Jantung, 
J1wa, ~ulit dan Kelam1n, Mata, Orthopedi, Paru, Syaraf, THT-KL dan 
Urologi. 

13. Dokter Spesialis Puma Waktu PNS / Non PNS adalah dokter spesialis 
~ang s_tatus kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full 
time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

14. Dokter Spesialis Paruh Waktu PNS di luar Kabupaten Lebong / Non 
PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS di luar 
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15. Pendayagunaan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PGDS adalah 

dokter spesialis yang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan 

di RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara ~~a W~u. 

16. Dokter Spesialis Residence adalah dokter spes1al1s ~es1dence yang 

bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

17. Dokter Umum / Dokter Gigi Puma Waktu PNS ~ Non PNS a/d~ah 

dokter umum / dokter gigi yang status kepegawru.annya PNS _on 

PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap 

bulannya. 
18. Dokter Umum / Dokter Gigi Paruh Waktu PNS ~ Non PPNNSS a/d~ah 

dokter umum / dokter gigi yang status kepegawruannya _on 

PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap 

bulannya. d · al kan 
19. Dokter Internship adalah dokter umum ybang sKe an; =n~. ~UD 

tugas dari Kementerian Kesehatan / Lem aga ese a 1 

Kabupaten Lebong dan bekerja secara Puma Waktu. . 

20. Pena ta Anastesi Puma Waktu PNS / Non PNS adalah kPe~ata Anas~es
11
1 

yang status kepegawaiannya PNS / _Non PNS yang be eIJa secara 1u 

time di RSUD Kabupaten Lebong setlap bulannya. . 

21. Penata Anastesi Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah Penata Anastes1 

yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara part 

time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

22. Pranata Radiografer Puma Waktu PNS / Non PNS adalah Pranata 
Radiografer yang status kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja 

secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

23. Pranata Laboratorium Kesehatan Puma Waktu PNS / Non PNS 

adalah Pranata Laboratorium Kesehatan yang status kepegawaiannya 

PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten 

Lebong setiap bulannya. 
24. Apoteker Purna Waktu PNS / Non PNS adalah Apoteker yang status 

kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di 

RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

25. Apoteker Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah Apoteker yang status 

kepegawaiannya PNS / Non PNS yang bekerja secara part time di 

RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

26. Sanitarian Puma Waktu Non PNS adalah Sanitarian yang status 

kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD 

Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

27. Petugas Proteksi Radiasi selanjutnya disingkat PPR Medik Paruh 

Waktu Non PNS adalah Petugas Proteksi Radiasi Medik yang status 

kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 

Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

28. Tenaga Fisioterapi PNS / Non PNS adalah Tenaga Fisioterapi yang 

status kepegawru.annya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time 

di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

29. Tenaga Ele~omedis Puma Waktu PNS / Non PNS adalah Tenaga 

Elektz:omed1s yang . sta~s kepegawaiannya PNS / Non PNS yang 

bekeIJa se~a full time d1 RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya. 

30. Operator S1stem lnfonnasi Rumah Sakit Puma Waktu PNS / Non PNS 

adalah P~tugas Inforrnasi Teknologi (IT dan Programer) yang status 

kepegawruannya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di 

=D Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
3 1. ntan Paruh Waktu Non PNS adalah Akuntan dalam penyusunan 

laporan ~euangan BLUD dan APBD Rumah Sakit yang status 

kepegawruannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD 

Kabupaten Lebong setiap bulannya. 
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32. Tambahan penghasilan / I . 
insenti· ·r k d nsentif adalah tambahan penghasilan / 

epa a tenaga ke h tan d 
inf 01·1nasi rumah k" b se a an akuntan serta _operator sisten1 

sa 1t erdasarkan kelangkaan profes1. 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pemberian Tambahan penghasilan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen 

Dokter Spesialis, Dokter Umurn, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Apoteker, 

Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterafi, PPR Medik, Tenaga 

Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Info1111asi Rumah 

Sakit daJam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan 

masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong. 

BABill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Tambahan penghasilan/Insentif diberikan Pemerintah Daerah kepada 

Dokter Spesialis Puma Waktu dan Parnh Waktu (PNS dan PGDS), Dokter 

Spesialis Residence (PNS/Non PNS), Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna 

Waktu dan Parnh Waktu (PNS/Non PNS), Penata Anestesi Puma Waktu 

dan Parnh Waktu (PNS/Non PNS), Apoteker Pu1na Waktu dan Parnh 

Waktu (PNS/Non PNS), Radiografer Puma Waktu dan Parnh Waktu 

(PNS/Non PNS), Pranata Laboratorium Kesehatan (PNS/Non PNS), PPR 

Medik Paruh Waktu (Non PNS), Fisioterafi (PNS/Non PNS), Tenaga 

Elektromedik Puma Waktu dan Parnh Waktu (PNS/Non PNS), Sanitarian 

Puma Waktu (Non PNS), Akuntan dan Operator Sistem lnfo1n1asi Rumah 

Sakit Pu1·11a Waktu (Non PNS) yang bekerja/memberikan pelayanan 

kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong. 

BAB IV 

KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAY ARAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN 

Pasal 4 

(1) Tambahan Penghasilan / lnsentif diberikan kepada Tenaga 

Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus PNS dan 

Non PNS yang bekerja secara pu1r1a waktu dan parnh waktu. 

(2) Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif 

bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang 

berstatus Non PNS dan PNS di luar Kabupaten Lebong diberikan 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Lebong 

dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan. 

(3) Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan / Insentif 

bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong 

dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kelangkaan Prof esi; 

b. Behan Kerja Profesi; 

c. Kedisiplinan; dan 

d. Penilaian Kinerja. 
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(4) Kedisiplinan dan Penilaian Kinerja sebagai~ana d~maksud pada ayat 
(3) huruf b dan huruf c adalah memenuhi kehadiran sesuai dengan 
kewajiban sebagai PNS dan peJaksanaan tugas fun~si dal_am_ satu 
masa penilaian (satu bulan), dengan memperhabkan md1kator 

sebagai berikut: . . . 
a. Indikator tingkat kehadiran, didasar~an atas tingkat kehad1ran 

dalam melaksanakan tugas setiap han, be:dasarkan absensi atau 
daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian 

b. ~~~\~a~~~an~Iaksanaan tugas dan fungsi, didasarkan atas 
pelayanan kesehatan ~an no~ kesehatan sesuai dengan profesinya 

yang dilaksanakan setiap hannya. 

Pasal 5 

(1) Pembayaran tambahan penghasilan / insen~if bagi Dokter Spesi~is, 
Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestes1, Pranata Laboratonum 
Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterafi, PPR Medik, Tenaga 
Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi 

Rumah Sakit dibayarkan setiap bulan. 
(2) Pembayaran tambahan penghasilan / insentif bagi Dokter Spesialis 

Kunjungan dibayarkan setiap kunjungan. 
(3) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, 

Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterafi, 
PPR Medik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi 
Rumah Sakit harus mengisi daftar hadir setiap hari. 

(4) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui 

oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong. 

BABV 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF 

BAGI TENAGA KESEHATAN 

Pasal6 

Besaran maksimal pemberian tambahan penghasilan/ insentif adalah 
b . b 'ku se ae:ai en t: 

No Uraian 
Besaran 

Maksimal Keterangan 

1. Dokter Spesialis Dasar Rp. 35.000.000,- PNS 
Puma Waktu PNS Lebong /Bulan 

2. Dokter Spesialis Penunjang Rp. 25.000.000,- PNS 
Medik Puma Waktu PNS /Bulan 
Lebong 

3. Dokter Spesialis Lainnya Rp. 20.000.000,- PNS 
Puma Waktu PNS Lebone: /Bulan 

4. Dokter Spesialis Dasar dan Rp., 30.000.000,- Non PNS/PGDS 
Spesialis Anestesi Puma /Bulan 
Waktu 

5. Dokter Spesialis Dasar Rp. 30.000.000,-
Paruh Waktu 

PNS di luar 
/Bulan Kabupaten Lebong 

/ Non PNS 
6. Dokter Spesialis Penunjang 

Medik 
Rp. 25.000.000,- PNS di luar 
/Bulan Kabupaten Lebong 

/Non PNS 
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7. Dokter Spesialis Lainnya Rp. 20.000.000,- PNS di luar 

/Bulan Kabupaten Lebong 
/Non PNS 

8. Dokter Spesialis Paruh 
Rp. 5 .000.000,- PNS di luar 

Waktu 
/Kunjungan Kabupaten Lebong 

/Non PNS 
8 kali 
Kuniungan/bln 

9. Dokter Spesialis Residence 
Rp. 1s.ooo.ooo,- PNS/Non PNS 

/Bulan 

10. Dokter Umum dan Dokter 
Rp. 6 .000.000,-/ PNS/Non PNS 

Gi(tl Puma W aktu Bulan 

11. Dokter Umum dan Dokter Rp. 5.000.000,-/ PNS/Non PNS 

Gilri Paruh Waktu Bulan 

12. Dokter Internship Puma Rp. 1.000.000,-/ PNS/Non PNS 

Waktu Bulan 

13. Penata Anestesi Puma Rp. 4.000.000,- PNS/Non PNS 

Waktu /Bulan 

14. Penata Anestesi Paruh Rp. 2 .000.000,- PNS/Non PNS 

Waktu /Bulan 

15. Apoteker Puma Waktu Rp. 3.000.000,-/ PNS/Non PNS 

Bulan 

16. Apoteker Puma Waktu Rp. 4 .500.000,-/ PNS/Non PNS 

den~an SIPA Bulan 

17. Apoteker Paruh Waktu Rp. 2.500.000,-/ PNS/Non PNS 

den~an SIPA Bulan 

18. Pranata Radiografer Rp. 3 .000.000,-/ PNS/Non PNS 
Bulan 

19. Pranata Laboratorium Rp. 1.500.000,-/ PNS/Non PNS 
Kesehatan Bulan 

20. Kesehatan Lingkungan Rp. 1. 500. 000 ,-/ PNS/Non PNS 
Bulan 

21. Petugas Proteksi Radiasi Rp. 3 .000.000,/ Non PNS 
(PPR Medikl Bulan 

22. Tenaga Fisioterapi Rp. 1.500.000,-/ PNS/Non PNS 
Bulan 

23. Tenaga Elektromedis Rp. 1.000.000,-/ PNS/Non PNS 
Bulan 

24. Operator Sistem lnformasi Rp. 2.500.000,-/ Non PNS 
Rumah Sakit Bulan 

25. Akuntan Rp. 4.000.000,- Non PNS 
/Kematan 

Pasal 7 

(1) Pembayaran Tambahan p h ·1 
Besaran Tambahan Pen ~ng ·i8s1 an / Ins:ntif perhari dihitung dari 

dalam Pasal 6 dibagi juml!ii ~~~ /. Insentif sebagaimana dimaksud 
(2) Besaran Tambahan Pen h .

1 
eIJa dalam satu bulan berjalan. 

Besaran Tambahan p g asi ~ / lnsentif yang dibayarkan adalah 

dimaksud pada ayat (/) nf.:c~! ~ / Insentif perhari sebagaimana 
pelayanan. 1 1 JUmlah kehadiran dalam memberikan 



Tambahan Penghasilan / 1 •r b . 
. . nsenti agi Dokter Internship Puma Waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 d"b lakuk ti"d k h d" 
RSUD K b 1 er an a anya 1 

a upaten Lebong, tetapi juga bagi Dokter Internship di 
Puskesmas dalam Kabupaten Lebong. 

Tambahan penghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan di lingkungan 

RSUD Kabupaten Lebong tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya 

sementara apabila yang bersangkutan : 

a . Sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan 

negara; 
b. Sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan; .. 

c. Tidak hadir kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanp~ izm dan 

keterangan yang sah atau melebihi 14 (empat belas) hart dalam 1 

(satu) bulan; . 
d . Menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama se~ulan penuh; dan 

e. Dikenakan sanksi administratif dan pidana, se5 ua1 dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 
PERSYARATAN PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF 

Pa$al 8 

Tambahan penghasilan/insentif diberikan kepada tenaga fungsional yang 

telah bekerja pada RSUD Kabupaten Lebong. 

Pasal 9 

Tenaga kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berhak menerima 

tambahan penghasilan/insentif berdasarkan penugasan pihak yang 

bezwenang dan/ a tau Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur 

RSUD Kabupaten Lebong. 

Pasal 10 

~ Besaran Tambahan Penghasilan/lnsentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga 

Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besarannya 

dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasalll 

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Lebong Nomor 1 Tahun 2018 dicabut clan dinyatakan tidak berlaku lagi. 



Pasal 12 

Peraturan Bup~ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar s~~fa~p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati 1m dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong . 

..l,t. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 16 Januari 2020 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 6 


